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BUPATI HA ERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 96 IRPTS/ v 12025

TENTAN6

PENGESATIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PDRMUSYARAWATAN DESA (BPD} PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PAIV) MANJADI ANGGOTA BAI}AN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DBFINITIF

PAI}A DESA BIAMAAIII DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABTIPATEN HALMAIIERA BARAT

enimbang

BUPA-fi HAI-NLAHERA BARAT

a. trahwa sehuhungan dengan adanya Pengunduran diri I fSatu) Alggota Badan

Mengingat 1.

Permusyar.varatan Desa (BPD) maka di pandang perlu menetapkan Pengesahan

Pengangkatan anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu
PAW rnenjadi Anggota Badan Permusyarau,,atan Desa {RPD) Detinitif pada Desa

Biarnaahi di Kecarnatan.]ailolo Selatan Kabupaten Hahnahera Barat;

irahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ilenetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Perinusyau,aratafi

Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Biamaahi Kecamatan "laiiolo
Selatan Kabupaten Halmahera Rarat:

Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor'fahr-rn
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Sr.vantantra Tingkat II dalanr Wila-vah l)aerah
Swantantra Tingkat I Maluku nrenjadi Undang-undang:
Undang-undang Nonror 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas lJndang-undang Nornor 46

Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Malukii lJtara, Katrupaten Bi:ru dan

Kabupaten Mah"rku Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 l-ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Hahrahera
Utara, Kabupaten llairnahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Katrupaten lialmahera
Timur dan Kota Tidore l(epulauan di Propinsi Malukir Utara,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 Entang Hubungan Keuangan antara Penrerinta,h

Pusat dan Daerah;
7 . Peraturan Penrerintah Nomor 47 'fahr"rn 2015 tentang perubahan atas Peraturan

Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan lJndang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

8. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan

Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri No i l0 l'ahun 2A16 Tentang fSaclan

Pernrusyawaratan Desa.
10. Peraturan menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabr:paten Halrnahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 l-entang Ba<Ian

P erm us,riarawatan D e sa ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nonror 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah l(abupaten l-tralrnahera Barat Nomor I Tahun 2024,
tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat l'ahun Anggaran 2A24,

14. Peraturan Bupati l-lalmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24 tentang
penlabaran APBD Tahun Anggaran 2424:
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Memperhatikan

Menetapkan :

KESATTJ

KED{]A

KETIGA

KELlMA

KEENAM

KETUJUH

: Surat Carnat Jailolo Selatan Nomor : l40l131l2}25 tanggal 19 Maret 2025 Perihal :

Permohonan penetapan Anggota RI,D Pengganti Antr Waktu PAW

MtrMUT'LJSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (BPD) Defenitif
Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan
Kabupaten Hahnahera Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Pennusl,slr,,aratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah
melanjutkan sisa rnasa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan l)esa (tsPD) vang di
gantikan dan sesudahn-va di tetapkan berdasarkan filusva\.varah dan atau pilih kernbaii l
(satu) kali masa jabatan berikutnya;

Bagi Anggota iJadan Psrmusyawatatan Desa (BPD) periode setrelumnl,a yang di karenakan
sesuatu dan lain hal telah mengundrnkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten
Ifalmahera Barat dengan ini menvarnpaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara selaina ini,

Badan Permusyawaratafi Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan
tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota tsadan Permusyarvaratan Desa (BPD) )'ang berhalangan tetap dan atari berhenti,
maka secara otomatis Anggota Badan Permusyalvaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu
menggantikaflnya"

Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati l{almahera Barat Ntimor
l46rKPTSiYILl2A2l khususnya Kolom ? nomor 3 Desa Bianiaahi, di n,vatakan di cabut dan
tidak berlaku iagi:

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggai di tetapkan;

l)itetapkan di Jailolo
pada tanggal : 76

BARAT

Mer 202s

Yth. l. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab Halmahera Barat di Jailolo.
3 Kepala BPh,tD Kab. Halmahera Barat di Jailoio.
4 Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Haimahera Barat di Jailolo.
-5. Carnat Jailolo Selatan di l)onratir
6. l-ang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunl''a.

BIIPATI IL{LMAITE

Ass. Bid Pem & Kesra.

Tembusan . disampaikan kepada;

A



LAIT,{PIR;\IIi : KEPUTLISA]\ BUPATI HALMAHERA BARAT NON,IOR S6 II."prSI ( / rauux 2025
TANGGAL 7-b l'r4 E I TAI{LJN 202s

DAF'fAR : PENGESAHAN PENGANCKATAN ANGCOTA BADAN PERN,{USI,AWARATAN DESA (BI]D)
PERGANTIAN A},iTAR WAKTU (PAW) PADA DESA BIAMAAHI DI KECAN4ATAN JAILOLO
SELATAN KABUPATEN HALh,IAHERA BARAT-

BARAT

i\o NAMA DESA NAMA ANGGOTA YANG
BERAKTIIR MASA TUGAS

NAMA ANGGOTA YANG
I}IANGKAT

.IABATAN

1 3 {

1 BLAMAAHI MASMIN LAI!{INT]I SARLINA ANGGOTA

Ass. Bid Pern & Kesra.

Kattas Hukum & Orgs

d


